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A	B	S	T	R	A	K	
Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu pilar utama dalam optimalisasi penerimaan 
negara. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak 
nasional yang cenderung stagnan. Berbagai penelitian sebelumnya, termasuk yang 
mengacu pada Theory of Planned Behavior (TPB), menyoroti pengaruh faktor ekonomi 
dan psikologis terhadap kepatuhan pajak. Meskipun demikian, temuan yang beragam 
menunjukkan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan konteks lokal. Salah satu 
faktor kontekstual yang relevan adalah Perilaku Meboya, sebuah budaya khas masyarakat 
Kabupaten Buleleng, Bali, yang mengedepankan nilai gotong royong, partisipasi kritis, 
dan tanggung jawab sosial kolektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode literature review untuk menelaah peran Perilaku Meboya dalam 
membentuk perilaku kepatuhan pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam 
Perilaku Meboya mampu memperkuat sikap positif, norma subjektif, dan kontrol perilaku 
yang mendorong kepatuhan. Selain itu, budaya ini berfungsi sebagai modal sosial yang 
memperkuat rasa percaya kepada otoritas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa 
integrasi nilai budaya lokal dalam strategi sosialisasi pajak berpotensi menjadi solusi 
strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela, berkelanjutan, dan 
berbasis kearifan lokal. 
 
A	B	S	T	R	A	C	T	
Tax compliance is one of the main pillars in optimizing state revenue. However, Indonesia 

continues to face challenges in improving its national tax ratio, which tends to remain stagnant. Previous studies, including 
those referring to the Theory of Planned Behavior (TPB), have highlighted the influence of economic and psychological factors 
on tax compliance. Nevertheless, the varied findings indicate the need for an approach that considers local context. One 
relevant contextual factor is the meboya culture, a distinctive tradition of the people of Buleleng Regency, Bali, which 
emphasizes the values of mutual cooperation, critical participation, and collective social responsibility. This study employs a 
qualitative approach with a literature review method to examine the role of meboya culture in shaping tax compliance behavior. 
The findings reveal that the values embedded in meboya culture can strengthen positive attitudes, subjective norms, and 
perceived behavioral control that encourage compliance. In addition, this culture functions as social capital that reinforces 
trust in tax authorities. These findings suggest that integrating local cultural values into tax socialization strategies has the 
potential to serve as a strategic solution for enhancing voluntary, sustainable, and locally rooted tax compliance. 

This is an open access article under the CC BY-SA license. 
	 	

	
1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memegang peranan sentral dalam pembiayaan suatu negara dan 
menjaga stabilitas perekonomian makro (I. N. P. Yasa, 2024). Di Indonesia, penerimaan pajak menyumbang lebih 
dari 70 persen terhadap total penerimaan negara (Gumelar, 2020). Namun demikian, rasio pajak (tax ratio) 
Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang stagnan dan relatif rendah, yang berada 
di kisaran 9,1 persen hingga 10,39 persen (World Bank Group, 2025). Angka tersebut menunjukkan ketertinggalan 
yang cukup jauh dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Filipina yang besaran rasio pajaknya 
berada di atas 14 persen dan 15 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan yang serius 
dalam sistem kepatuhan perpajakan nasional yang menjadi sorotan utama dalam pembangunan fiskal (Sukarno, 
2024). 

Rendahnya tax ratio sebagian besar dipicu oleh lemahnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Faktor-faktor 
seperti rendahnya literasi perpajakan, kurang optimalnya pengawasan otoritas pajak, dan minimnya keterhubungan 
kebijakan perpajakan dengan nilai-nilai budaya local akan menciptakan jurang antara regulasi negara dan realitas 
sosial (Judijanto, 2024). Akibatnya, pajak sering kali dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan 
sebagai tanggung jawab kolektif. Rendahnya kesadaran wajib pajak ini tidak hanya menunjukkan kurangnya 
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pemahaman teknis, tetapi juga lemahnya penginternalisasian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang 
mendorong kepatuhan fiskal secara berkelanjutan (Ambarwati & Liyana, 2020). 

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kaya akan kearifan lokal, pendekatan budaya dapat menjadi 
strategi alternatif yang berdaya guna dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Nilai-nilai seperti gotong royong, 
tanggung jawab komunal, serta praktik sosial khas seperti meboya yang terkenal di Kabupaten Buleleng, Provinsi 
Bali, mencerminkan semangat partisipasi dan kontrol sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kesadaran 
fiscal (I. M. A. Putra, 2021). Pendekatan berbasis budaya tidak hanya memperkuat ikatan sosial antara individu 
dan komunitas, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara negara dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban 
perpajakan. Strategi ini sejalan dengan arah reformasi perpajakan yang menitikberatkan pada peningkatan edukasi 
fiskal, partisipasi publik, dan transformasi perilaku wajib pajak sebagai pilar utama pembangunan sistem pajak 
yang inklusif dan berkeadilan (Putri & Junaidi, 2023). 

Kepatuhan wajib pajak merupakan elemen fundamental dalam mendukung keberhasilan dari implementasi 
sistem perpajakan digital, terutama dalam konteks self-assessment system, yakni sistem yang memberikan 
tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban 
perpajakannya tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak (Dharmawan et al., 2021). Dalam praktiknya, 
tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi besar, 
yaitu faktor ekonomi dan faktor psikologis. Berdasarkan temuan Andreansyah & Farina (2022), faktor ekonomi 
seperti pemberian insentif pajak, pemberlakuan sanksi administratif yang tegas, serta kualitas pelayanan 
perpajakan secara signifikan memengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Pemberian insentif dapat menjadi 
pendorong positif, sedangkan sanksi yang tegas menjadi penghambat terhadap potensi pelanggaran, dan pelayanan 
yang optimal menciptakan kenyamanan dalam pemenuhan kewajiban. 

Kepatuhan pajak tidak dapat semata-mata dijelaskan dari sudut pandang ekonomi saja. Ajzen (1991), melalui 
Theory of Planned Behavior (TPB), menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan juga ditentukan oleh faktor psikologis, 
yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived 
behavioral control). Sikap mencerminkan evaluasi individu terhadap perilaku tertentu, dalam hal ini adalah 
kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Individu yang memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan 
cenderung memiliki niat yang lebih kuat untuk patuh (Alm & Torgler, 2006). Norma subjektif merujuk pada 
tekanan sosial yang dirasakan dari lingkungan sosial, seperti keluarga, rekan kerja, atau komunitas, yang turut 
memengaruhi niat seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Wenzel, 2005). Sementara itu, kontrol 
perilaku yang dirasakan menggambarkan persepsi individu terhadap kemampuannya sendiri untuk memenuhi 
kewajiban pajaknya. Jika seseorang merasa memiliki sumber daya, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai, 
maka kemungkinan besar individu tersebut akan menunjukkan perilaku kepatuhan yang lebih tinggi (Feld & Frey, 
2007). Oleh karena itu, penguatan aspek psikologis ini perlu menjadi perhatian dalam strategi peningkatan 
kepatuhan perpajakan, khususnya dalam era digital yang semakin menuntut kemandirian wajib pajak. 

Merujuk pada tatanan masyarakat lokal seperti di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, faktor-faktor 
psikologis yang dijelaskan oleh Ajzen tersebut sangat relevan jika dihubungkan dengan budaya lokal seperti 
meboya. Perilaku Meboya sendiri mengedepankan sikap gotong royong, rasa memiliki bersama, serta nilai 
solidaritas komunal, yang dapat memperkuat norma subjektif dan sikap positif terhadap kepatuhan pajak (P. Y. P. 
Putra & Diatmika, 2022). Ketika tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat sekitar menanamkan nilai bahwa 
membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi terhadap kebaikan bersama, maka tekanan sosial yang 
terbentuk akan semakin mendorong niat individu untuk patuh. Selain itu, Perilaku Meboya juga dapat 
meningkatkan persepsi kontrol perilaku melalui dukungan sosial yang diberikan, misalnya dalam bentuk 
penyuluhan kolektif atau kegiatan komunitas yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pajak (Herawati 
et al., 2023). Dengan demikian, integrasi antara pendekatan teoritis seperti Theory of Planned Behavior (TPB) dan 
nilai-nilai budaya lokal dapat menjadi strategi sinergis dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan. 

Perilaku Meboya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga berperan sebagai instrumen 
pembentuk identitas kolektif yang menginternalisasi nilai tanggung jawab warga negara dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam masyarakat Buleleng, keterlibatan aktif dalam kegiatan adat dan sosial yang bersifat gotong royong 
telah menjadi bagian dari sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga praktik seperti membayar 
pajak dapat dimaknai sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap keberlangsungan komunitas (P. Y. P. Putra & 
Diatmika, 2022). Ketika nilai-nilai ini terintegrasi ke dalam sistem perpajakan melalui pendekatan edukatif dan 
partisipatif, akan tercipta rasa memiliki terhadap institusi negara yang memperkuat legitimasi sistem perpajakan 
itu sendiri. Dengan demikian, sinergi antara norma sosial dan instrumen kebijakan fiskal menjadi krusial untuk 
menciptakan ekosistem kepatuhan yang bukan hanya berbasis pada ketakutan terhadap sanksi, melainkan berakar 
pada kesadaran kolektif dan nilai budaya yang hidup di tengah (Sudarma & Widhiani, 2022). 

Penelitian yang dilakukan di Indonesia yang menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai grand 
theory sudah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Prastika & Trisnaningsih (2023) yang 
menyatakan bahwa sikap dan kontrol perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 
sedangkan norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Agassy 
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& Tanno (2024) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sikap dan norma subjektif tidak memiliki pengaruh 
terhadap niat wajib pajak untuk patuh, sementara itu kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
niat wajib pajak untuk patuh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla et al. (2022) juga menunjukkan 
hasil yang berbeda, temuan dari hasil penelitian ini yakni sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Inkonsitensi dari hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan penelitian kembali menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) 
sebagai grand theory dan penambahan variabel moderator lokal atau budaya mungkin diperlukan agar model TPB 
dapat lebih akurat dalam konteks Indonesia.  

Perbedaan hasil dari berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan Theory of Planned 
Behavior (TPB) dalam konteks kepatuhan perpajakan di Indonesia memerlukan penyesuaian yang 
mempertimbangkan karakteristik sosial-budaya masyarakat local (Daud et al., 2023a). TPB, yang pada dasarnya 
bersifat universal, belum sepenuhnya mampu dalam menangkap kompleksitas nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat Indonesia yang plural dan sarat dengan kearifan lokal. Oleh karena itu, integrasi variabel moderator 
yang merepresentasikan budaya lokal, seperti nilai gotong royong, solidaritas komunal, atau praktik sosial khas 
seperti meboya, berpotensi memperkaya model TPB dalam menjelaskan dinamika niat dan perilaku wajib pajak 
(I. N. P. Yasa et al., 2019). Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan relevansi teoritis TPB dalam konteks 
Indonesia, tetapi juga mendukung pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan 
kontekstual. 

Budaya lokal yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki potensi besar untuk 
menjadi variabel pemoderasi dalam memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak (I. M. A. Putra, 2021). 
Salah satu contohnya adalah Perilaku Meboya yang hidup di masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, 
yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab kolektif, dan solidaritas sosial. Dalam konteks TPB, 
budaya ini dapat memperkuat norma subjektif melalui pengaruh tokoh masyarakat dan pemimpin adat yang 
berperan dalam menanamkan nilai kepatuhan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Selain itu, budaya 
tersebut juga dapat memperkuat kontrol perilaku karena adanya dorongan dan dukungan sosial dari komunitas 
dalam membantu individu mematuhi kewajiban perpajakannya (Sudarma & Widhiani, 2022). Dengan demikian, 
pendekatan TPB yang dikombinasikan dengan kearifan lokal dapat menciptakan kerangka konseptual yang lebih 
efektif dan responsif terhadap karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan 
sumbangan ilmiah terhadap pengembangan model perilaku perpajakan yang lebih adaptif. 

Pemanfaatan budaya lokal sebagai variabel pemoderasi dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) 
sejalan dengan paradigma kontekstual dalam ilmu perilaku yang menekankan tentang pentingnya pengaruh 
lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk niat serta tindakan individu (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). 
Dalam hal ini, Perilaku Meboya tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang 
menciptakan tekanan moral dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kewajiban warga negara, termasuk 
membayar pajak. Dukungan dari pemimpin adat dan tokoh masyarakat yang memiliki legitimasi tinggi dapat 
memperkuat keyakinan individu bahwa kepatuhan pajak bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga bagian 
dari kontribusi terhadap keharmonisan social (Alkautsar et al., 2023). Dengan demikian, keberadaan nilai-nilai 
budaya seperti meboya memiliki fungsi strategis dalam memperkuat hubungan antara faktor-faktor psikologis 
dalam TPB dengan perilaku aktual wajib pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kebijakan 
perpajakan yang berbasis pada pendekatan sosial budaya. 

Salah satu faktor kontekstual yang dapat berpotensi untuk memengaruhi kepatuhan pajak adalah budaya 
lokal. Dalam masyarakat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, terdapat nilai budaya yang dikenal dengan istilah 
meboya. Meboya berasal dari kata dasar “boya” yang mendapatkan awalan “me”, yang berarti melakukan tindakan 
boya. Istilah ini merujuk pada sikap penolakan atau skeptisisme terhadap suatu informasi atau kebijakan yang 
dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat setempat (I. W. P. Yasa, 2019). Sikap 
meboya tidak semata-mata bersifat negatif, tetapi mencerminkan bentuk kontrol sosial dan mekanisme evaluatif 
yang dijalankan secara kolektif, terutama terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau tidak 
kontekstual (P. Y. P. Putra & Diatmika, 2022). 

Dalam konteks kepatuhan pajak, Perilaku Meboya dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, Perilaku 
Meboya berpotensi untuk melemahkan kepatuhan jika masyarakat memandang sistem perpajakan sebagai 
instrumen yang tidak transparan, memberatkan, atau tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini dapat 
memunculkan resistensi dalam bentuk penghindaran dari kewajiban perpajakan atau bahkan penolakan untuk 
patuh. Namun di sisi lain, apabila pemerintah mampu mengemas kebijakan perpajakan secara adil, transparan, dan 
disosialisasikan dengan pendekatan yang menghormati nilai-nilai lokal, maka meboya dapat menjadi alat kontrol 
yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan sistem perpajakan. Oleh karena 
itu, pemahaman terhadap budaya lokal seperti meboya sangat penting dalam merancang kebijakan fiskal yang 
kontekstual dan berkelanjutan, terutama dalam membangun kesadaran pajak yang berbasis kultural yang tidak 
hanya bersifat formal, tetapi juga mengakar secara sosial dan budaya (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). 
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Perilaku Meboya secara implisit dapat menurunkan intensi kepatuhan wajib pajak, khususnya jika 
masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak mencerminkan nilai keadilan dan transparansi dalam 
pengelolaan dana (I. N. P. Yasa et al., 2020). Hal ini sejalan dengan temuan (Kirchler et al., 2008) dalam Slippery 
Slope Framework yang menekankan tentang pentingnya kepercayaan (trust) dan kekuasaan dari otoritas pajak 
(power) dalam membentuk kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Ketika kepercayaan terhadap otoritas rendah, 
maka masyarakat akan cenderung bersikap resistif, walaupun apabila sanksi atau kekuasaan ditegakkan dengan 
kuat (Wahyuni et al., 2018). Dalam konteks Perilaku Meboya, resistensi ini dapat berkembang menjadi bentuk 
sikap skeptisme kolektif yang dapat menghambat efektivitas kampanye kepatuhan dalam membayar pajak 
(Wingarta & Muchlas, 2008). 

Norma yang terkandung dalam Perilaku Meboya dapat menyebar dalam komunitas melalui interaksi sosial 
dan komunikasi informal, menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan merupakan respons yang wajar terhadap 
ketidakpuasan terhadap system (Sudarma & Widhiani, 2022). Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk 
tidak hanya mengandalkan pendekatan koersif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui peningkatan 
akuntabilitas, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan fiscal (Dewi 
& Diatmika, 2020). Strategi ini selaras dengan pendekatan berbasis budaya yang menempatkan kearifan lokal 
sebagai mitra dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, Perilaku 
Meboya dapat diakomodasi secara positif sebagai mekanisme pengawasan sosial yang konstruktif, bukan sebagai 
hambatan terhadap kepatuhan. 

Mengingat pentingnya peran dari nilai-nilai budaya lokal dalam membentuk sikap dan perilaku patuh dalam 
perpajakan, maka penting untuk dilakukan kajian literatur yang mereview secara sistematis keterkaitan antara 
Perilaku Meboya dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Perilaku Meboya 
dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur. Penelitian ini 
diharapkan dapat menjawab ketimpangan dari hasil studi terdahulu dengan menghadirkan perspektif budaya 
sebagai variabel moderator dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), dan memberikan pemahaman 
yang lebih kontekstual dalam pengembangan strategi kebijakan peningkatan kepatuhan perpajakan pada tingkat 
masyarakat lokal. 
 

2. METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review untuk mengeksplorasi 

keterkaitan antara budaya lokal meboya dengan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya di Kabupaten 
Buleleng, Provinsi Bali. Pemilihan metode literature review didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat 
eksploratif, yakni untuk menggali konsep-konsep teoretis dan temuan empiris dari berbagai sumber ilmiah yang 
relevan terkait dengan variabel budaya lokal dan kepatuhan pajak (Snyder, 2019). Keunggulan metode ini adalah 
kemampuannya memberikan gambaran komprehensif dari berbagai penelitian sebelumnya, mengidentifikasi 
kesenjangan penelitian, serta memadukan perspektif teoretis lintas studi tanpa keterbatasan lokasi dan waktu. 
Namun, kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap kualitas sumber yang digunakan dan potensi bias 
peneliti dalam menafsirkan temuan. Dibandingkan metode survei atau eksperimen, literature review dinilai lebih 
tepat untuk penelitian ini karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang belum banyak diteliti 
dengan pendekatan empiris di konteks budaya spesifik seperti meboya. Pendekatan ini juga memfasilitasi peneliti 
dalam mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan literatur yang sudah ada. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah seperti artikel jurnal yang terindeks 
SINTA dan jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, serta laporan institusi resmi. Literatur yang 
digunakan dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) publikasi antara tahun 2015 hingga 2025, (2) relevan 
dengan topik kepatuhan wajib pajak, Theory of Planned Behavior, budaya lokal, dan nilai-nilai komunitas, serta 
(3) tersedia dalam akses daring dengan dokumen lengkap. Sedangkan kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel non-
peer-reviewed, (2) artikel yang hanya mengulas aspek teknis perpajakan tanpa perspektif perilaku atau budaya, 
dan (3) publikasi yang tidak menyajikan metodologi atau kerangka konseptual yang jelas. Pemilihan literatur juga 
memperhatikan keseimbangan antara studi kontekstual di Indonesia dan kajian internasional, seperti penelitian 
mengenai pengaruh norma kolektif terhadap kepatuhan pajak di negara-negara Asia Tenggara dan Skandinavia, 
untuk memperkaya perspektif analisis. 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengakses basis data ilmiah seperti Google Scholar, E-
Journal Undiksha, ScienceDirect, DOAJ, Garuda, dan Neliti, dengan menggunakan kata kunci seperti “tax 
compliance,” “local culture,” “meboya,” “planned behavior,” “Indonesia,” dan “Bali.” Total 32 artikel ilmiah 
dikaji secara mendalam, terdiri dari 18 artikel nasional (termasuk SINTA 2 hingga SINTA 4) dan 14 jurnal 
internasional yang telah melewati proses telaah sejawat (peer-reviewed). Analisis data dilakukan secara tematik 
dengan mengidentifikasi serta mengelompokkan tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti pengaruh 
sikap, norma sosial, kontrol perilaku, dan budaya lokal terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, 
meboya diuraikan tidak hanya sebagai nilai kultural yang mendorong kebersamaan, tetapi juga sebagai mekanisme 
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sosial yang dapat memperkuat atau menghambat internalisasi norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku dalam 
kerangka TPB. 

Validitas data dalam literature review ini diperkuat melalui teknik triangulasi teori, yaitu dengan 
membandingkan berbagai perspektif teoretis seperti Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) dan Slippery Slope 
Framework (Kirchler et al., 2008), serta dengan mencermati relevansi hasil-hasil penelitian sebelumnya baik dari 
konteks Indonesia maupun global. Perbandingan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola hubungan 
antara faktor budaya kolektif, seperti meboya, dengan tingkat kepatuhan pajak, sebagaimana juga ditemukan pada 
penelitian lintas negara mengenai budaya gotong royong dan kepatuhan fiskal. Dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif berbasis literature review, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai peran meboya sebagai variabel kontekstual yang memoderasi hubungan antara komponen 
TPB dan kepatuhan wajib pajak. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Budaya lokal memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk perilaku individu, termasuk dalam konteks 
kepatuhan perpajakan. Salah satu budaya Bali yang unik yang masih tumbuh dan berkembang di wilayah 
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali yakni perilaku Meboya. Secara etimologis, meboya berasal dari kata dasar 
boya, yang dalam konteks masyarakat Bali Utara merujuk pada perilaku gotong royong, solidaritas sosial, dan 
tanggung jawab Bersama (Wingarta & Muchlas, 2008). Nilai-nilai yang terkandung dalam perilaku Meboya 
memiliki potensi besar dalam memengaruhi norma sosial dan sikap individu masyarakat terhadap kewajiban 
negara, seperti pembayaran pajak. Implikasi praktisnya, jika nilai ini diintegrasikan ke dalam kebijakan perpajakan 
daerah, maka sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan pendekatan kultural yang lebih diterima masyarakat, 
misalnya melalui forum desa adat atau kegiatan gotong royong sebagai sarana edukasi pajak.  

Merujuk pada konteks perpajakan, perilaku Meboya dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial yang akan 
memperkuat norma kolektif untuk patuh terhadap kewajiban fiskal. Ketika nilai-nilai kebersamaan dan tanggung 
jawab komunal diinternalisasi oleh anggota masyarakat, maka kepatuhan terhadap pembayaran pajak tidak lagi 
dipandang sebagai beban individu, melainkan dipandang sebagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap 
kemaslahatan bersama (I. M. A. Putra, 2021). Lebih lanjut, pengaruh tokoh adat dan struktur sosial dalam 
komunitas tradisional masyarakat Bali memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku individu, termasuk 
dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Strategi kebijakan fiskal yang memasukkan 
elemen ini, misalnya dengan melibatkan bendesa adat dalam pengawasan dan edukasi pajak, dapat mendorong 
tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Integrasi budaya lokal seperti meboya ke dalam strategi peningkatan 
kepatuhan pajak menjadi pendekatan yang relevan dan kontekstual, karena selaras dengan sistem nilai yang telah 
mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Bali Utara (Wingarta & Muchlas, 2008). 

Nilai meboya berperan dalam membentuk moral sosial masyarakat yang dapat menumbuhkan rasa tanggung 
jawab bersama terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Studi yang dilakukan Yasa et al. (2019) dalam 
konteks program Tax Amnesty menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Buleleng yang memegang teguh nilai 
meboya cenderung untuk lebih menunjukkan kepatuhan secara sukarela terhadap program pemerintah yaitu tax 
amnesty karena adanya rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan daerah. Perilaku Meboya tidak hanya 
membentuk sikap kesadaran sosial, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi tindakan dalam administratif negara 
apabila berjalan selaras dengan nilai-nilai budaya lokal. Hal ini memberikan implikasi bahwa strategi sosialisasi 
pajak dapat memanfaatkan kegiatan adat atau paruman desa sebagai medium penyampaian informasi, sehingga 
pesan pajak disampaikan oleh tokoh yang memiliki legitimasi kultural. 

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa internalisasi nilai budaya lokal seperti meboya memiliki dampak 
signifikan terhadap penerimaan dan keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan oleh negara. Dalam kerangka 
pembangunan daerah yang berkelanjutan, nilai-nilai kolektif yang hidup dalam Perilaku Meboya mampu 
menjembatani kepentingan antara negara dan masyarakat, sehingga mendorong keterlibatan warga dalam 
program-program fiskal yang bersifat nasional maupun daerah (I. N. P. Yasa et al., 2020). Program perpajakan 
seperti pajak bumi dan bangunan desa dapat diintegrasikan dengan sistem iuran adat, sehingga warga merasakan 
kesinambungan antara kewajiban adat dan kewajiban fiscal. Ketika kebijakan perpajakan dipersepsi sebagai 
sejalan dengan nilai-nilai lokal, legitimasi negara meningkat, dan masyarakat lebih terbuka untuk berpartisipasi 
secara aktif tanpa tekanan koersif. Oleh karena itu, pendekatan yang menempatkan kearifan lokal sebagai bagian 
dari strategi kebijakan publik, termasuk dalam program perpajakan, perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya 
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya di daerah yang memiliki sistem nilai komunal yang kuat 
seperti di Kabupaten Buleleng (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). 

Hasil penelitian dari I. M. A. Putra (2021) menyatakan bahwa budaya mencerminkan identitas kolektif dari 
masyarakat adat di Bali Utara, yang dapat mendorong individu untuk lebih mengutamakan kepentingan komunal 
daripada kepentingan pribadi. Sikap ini dapat menjadi fondasi dalam membangun etika perpajakan masyarakat 
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yang dilandasi oleh meboya rasa saling percaya dan keinginan bersama untuk berkontribusi terhadap 
pembangunan. Dalam konteks perpajakan, sikap kolektif ini mampu mendorong masyarakat untuk melaporkan 
dan membayar pajak secara sadar dan sukarela (Martadinata & Yasa, 2023). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Sudarma & Widhiani, 2022), menambahkan bahwa nilai-nilai lokal seperti 
Perilaku Meboya memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan pajak, terutama melalui internalisasi antara norma 
sosial dan kepedulian terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Budaya ini juga dapat memperkuat kontrol 
perilaku individu dengan memperhatikan pengaruh dari tokoh adat dan komunitas lokal yang memberikan tekanan 
sosial apabila terjadi ketidakpatuhan (I. N. P. Yasa, 2018). 

P. Y. P. Putra & Diatmika (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa makna dari Perilaku Meboya tidak 
hanya berhenti pada aspek gotong royong, tetapi juga akan menumbuhkan sikap profesional dan skeptisisme yang 
sehat. Dalam konteks kepatuhan perpajakan, hal ini bermakna bahwa masyarakat akan memiliki kesadaran yang 
kritis terhadap kebijakan fiskal dan tetap berorientasi pada kepatuhan selama kebijakan tersebut dinilai adil dan 
akuntabel I. N. P. Yasa & Martadinata (2019). Contoh penerapannya dapat dilihat dari forum desa adat yang 
membahas penggunaan dana pajak daerah secara terbuka, sehingga memperkuat transparansi dan kepercayaan 
publik. 

Secara teoretis, temuan ini sejalan dengan Teori Slippery Slope oleh (Kirchler et al., 2008), yang menjelaskan 
bahwa kepatuhan pajak dapat terbentuk dari dua komponen utama yaitu kekuasaan otoritas dan kepercayaan 
masyarakat. Perilaku Meboya dapat memperkuat elemen kepercayaan tersebut, khususnya melalui terciptanya 
partisipasi aktif masyarakat dalam diskursus fiskal dan keterlibatan tokoh lokal dalam melakukan edukasi pajak. 
Frey & Jegen (2001) juga menegaskan bahwa norma budaya memiliki kontribusi besar dalam membentuk tax 
morale, yakni motivasi internal dari masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang dalam konteks 
Perilaku Meboya diwujudkan dalam praktik kolektif yang berakar dari nilai kearifan lokal. Dalam implementasi 
daerah, pemerintah dapat mengadakan “Hari Pajak Desa” yang dikaitkan dengan acara adat, sehingga membentuk 
koneksi emosional antara pembayaran pajak dan kontribusi sosial. 

Penerapan teori slippery slope dalam konteks Perilaku Meboya memberikan gambaran bahwa peningkatan 
kepatuhan pajak bukan hanya bergantung pada kekuasaan yang dimiliki otoritas pajak, tetapi juga pada penciptaan 
iklim sosial yang mendukung. Dalam masyarakat yang memiliki nilai gotong royong dan tanggung jawab kolektif, 
seperti di Kabupaten Buleleng, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan dapat mengarah pada 
peningkatan tax morale secara substansial (I. N. P. Yasa & Martadinata, 2019). Kepercayaan yang dibangun 
melalui interaksi sosial ini memperkuat rasa tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan bersama, termasuk 
dalam hal pembayaran pajak (Afrinia et al., 2024). Keterlibatan dari tokoh adat dan pemimpin masyarakat dalam 
mengedukasi tentang kewajiban perpajakan dapat memperkuat kesadaran bahwa kepatuhan pajak adalah bagian 
dari kontribusi untuk pembangunan daerah, yang sejalan dengan norma budaya yang sudah mengakar di 
masyarakat. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai lokal dalam kebijakan perpajakan tidak hanya memperkuat 
tax morale, tetapi juga membangun hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat dan negara (Alm & Torgler, 
2006). 

Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh 
Ajzen (1991). Dalam kerangka TPB, perilaku kepatuhan terhadap pajak dipengaruhi oleh tiga komponen utama, 
yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Perilaku Meboya berperan dalam 
membentuk ketiga komponen tersebut secara simultan. Pertama, Perilaku Meboya dapat membentuk sikap positif 
terhadap kepatuhan melalui internalisasi nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial. Kedua, nilai norma 
subjektif yang dapat diperkuat oleh tekanan sosial dari komunitas adat dan tokoh masyarakat yang memiliki 
legitimasi secara kultural. Ketiga, persepsi kontrol perilaku yang didukung oleh peningkatan literasi fiskal yang 
dilakukan secara kolektif melalui ruang diskusi budaya. Dengan demikian, Perilaku Meboya dapat menjadi 
kekuatan lokal yang selaras dengan pendekatan teoritis global dalam menjelaskan kepatuhan pajak yang berbasis 
perilaku. 

Integrasi antara Perilaku Meboya dan kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan peluang 
untuk membangun model kepatuhan pajak yang lebih adaptif terhadap konteks sosiokultural masyarakat 
Indonesia. Pendekatan ini menegaskan pentingnya penguatan dimensi psikologis wajib pajak melalui strategi yang 
berbasis nilai lokal, sehingga tidak hanya mengandalkan pendekatan formal dan koersif (I. N. P. Yasa & Prayudi, 
2019). Perilaku Meboya, yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan 
dapat dipengaruhi oleh mekanisme sosial internal yang mengarah pada pengawasan dan pembinaan secara 
partisipatif. Hal ini mencerminkan bahwa pembentukan sikap, norma, dan persepsi kontrol tidak semata-mata 
bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola nilai-nilai 
lokal sebagai landasan moral dan sosial dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Daud et al., 2023b). Dengan 
demikian, budaya lokal tidak hanya kompatibel dengan teori perilaku modern, tetapi juga memperkuat 
efektivitasnya melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis komunitas. 

Penelitian oleh I. W. P. Yasa (2019) juga mengaitkan tentang Perilaku Meboya dengan kesadaran kritis sosial, 
khususnya dalam melawan hoaks. Ketajaman dalam berpikir kritis yang dibentuk oleh nilai-nilai meboya ini dapat 
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memperkuat integritas individu, yang pada akhirnya berdampak pula pada integritas dalam kewajiban membayar 
pajak. Oleh karena itu, Perilaku Meboya tidak hanya dapat membentuk rasa kebersamaan, tetapi juga dapat 
memperkuat nilai-nilai rasionalitas, tanggung jawab, dan ketahanan sosial yang merupakan komponen penting 
dalam sistem perpajakan modern. 

Perilaku Meboya tidak hanya mencerminkan ikatan sosial yang bersifat kolektif, tetapi juga berperan strategis 
dalam membentuk fondasi kognitif dan efektif individu dalam merespons kewajiban negara. Nilai-nilai kritis yang 
tertanam dalam budaya ini mendorong masyarakat untuk menilai kebijakan publik secara objektif dan rasional, 
sehingga muncul kesadaran kolektif terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi aktif dalam 
pembangunan (P. Y. P. Putra & Diatmika, 2022). Dalam konteks ini, Perilaku Meboya mampu mendorong 
munculnya integritas moral yang selaras dengan prinsip-prinsip good citizenship, yaitu kesediaan individu untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan dengan landasan nalar yang kuat dan kesadaran sosial yang tinggi. Integrasi 
antara rasionalitas dan rasa kebersamaan inilah yang menjadikan meboya sebagai kekuatan budaya yang relevan 
dalam mendukung sistem perpajakan berbasis partisipasi dan kepercayaan (Ardiani & Sulfan, 2022). 

Secara keseluruhan, Perilaku Meboya memiliki potensi sebagai modal sosial yang kuat dalam memoderasi 
hubungan antara norma subjektif, sikap individu, dan kontrol perilaku diri terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai-
nilai seperti sikap partisipasi kritis, kesadaran kolektif, dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Perilaku 
Meboya berperan sebagai kekuatan internal masyarakat lokal untuk menilai keadilan kebijakan otoritas dan 
menyesuaikan perilaku berdasarkan pada konsensus sosial (Herawati et al., 2023). Ketika masyarakat merasa 
bahwa sistem perpajakan dijalankan secara adil dan transparan, maka dorongan dari dalam komunitas kepada 
masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajaakan akan semakin tinggi (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). 
Budaya ini juga memfasilitasi terbentuknya norma-norma sosial seperti “kalau orang lain taat, saya juga harus 
taat,” yang diperkuat oleh tekanan sosial dan figur otoritatif lokal seperti tokoh adat atau pemimpin komunitas.  

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Pendekatan fiskal yang 
mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal, khususnya dalam konteks meboya, hal ini dapat menjadi strategi yang 
lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan struktural semata. Pemerintah dapat melibatkan tokoh adat, lembaga 
desa, dan komunitas lokal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan, sekaligus membangun dialog 
terbuka untuk menanggapi aspirasi dan kritik warga secara partisipatif (I. N. P. Yasa & Martadinata, 2019). 
Program edukasi yang berbasis budaya lokal tidak hanya akan meningkatkan literasi pajak, tetapi juga akan 
memperkuat legitimasi kebijakan fiskal di mata masyarakat. Dengan demikian, Perilaku Meboya tidak hanya 
menjadi simbol dari identitas lokal, tetapi juga dapat diberdayakan sebagai instrumen strategis dalam membangun 
kepatuhan pajak yang sukarela, partisipatif, dan berkelanjutan (Cahyonowati et al., 2023). Program seperti 
Sosialisasi Pajak Berbasis Adat atau Festival Pajak Desa dapat memperkuat literasi pajak sekaligus membangun 
legitimasi kebijakan fiskal di mata masyarakat 

Perilaku Meboya bukan hanya berperan sebagai representasi dari identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi 
aset strategis dalam reformasi sistem perpajakan yang berbasis pada nilai budaya, partisipasi, dan kepercayaan 
sosial (I. N. P. Yasa & Prayudi, 2019). Kedepannya, integrasi dari budaya lokal dalam kebijakan publik perlu 
diperkuat agar tercipta ekosistem fiskal yang inklusif dan berkeadilan.  

Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, sinergi antara pendekatan 
structural dari pemerintah dengan pendekatan kultural dari masyarakat menjadi elemen kunci yang utama 
(Martadinata & Yasa, 2023). Perilaku Meboya sebagai bagian dari kearifan lokal dapat dijadikan sebagai landasan 
dalam membentuk model kepatuhan pajak yang tidak hanya bertumpu pada kekuasaan dan sanksi, tetapi juga 
harus berdasarkan pada kepercayaan dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sistem perpajakan. Melalui 
pemberdayaan budaya lokal dalam desain kebijakan fiskal, maka akan tercipta hubungan yang lebih harmonis 
antara negara dan warga negara, di mana kepatuhan tidak lagi akan dipandang sebagai beban, melainkan akan 
dianggap bentuk kontribusi yang secara sadar dan sukarela dilakukan oleh masyarakat yang bertujuan untuk 
keberlanjutan pembangunan bersama. 

 
4. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa Perilaku Meboya yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat Buleleng, Bali, memiliki potensi besar sebagai kekuatan sosial yang mampu mendorong 
kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan berkelanjutan. Budaya ini mengandung nilai-nilai partisipasi yang 
kritis, solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, serta kesadaran untuk mengevaluasi kebijakan publik, termasuk 
kebijakan perpajakan. Dalam konteks Theory of Planned Behavior (TPB), nilai-nilai tersebut terbukti mampu 
membentuk sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak, yang secara langsung berpengaruh 
terhadap intensi dan perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, berdasarkan Slippery Slope Framework, Perilaku 
Meboya berkontribusi dalam membangun kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang menjadi kunci dalam 
meningkatkan kepatuhan berbasis legitimasi. 
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Kajian ini juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor budaya lokal dalam menjembatani 
inkonsistensi temuan empiris terkait kepatuhan pajak. Jika sistem perpajakan dijalankan secara adil, transparan, 
dan akuntabel, nilai-nilai dalam Perilaku Meboya dapat bertransformasi menjadi norma sosial kolektif, diperkuat 
oleh tokoh masyarakat dan ikatan sosial komunitas. Oleh sebab itu, Perilaku Meboya tidak hanya simbol identitas 
lokal, tetapi juga modal sosial strategis yang dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan fiskal. 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, Pemerintah pusat maupun daerah disarankan untuk 
mengintegrasikan nilai-nilai budaya Meboya secara lebih konkret dalam reformasi perpajakan melalui langkah-
langkah praktis, seperti membentuk Forum Meboya Pajak di tingkat desa yang melibatkan tokoh adat, pemuka 
agama, dan aparat desa sebagai mitra aktif otoritas pajak; menyusun modul edukasi pajak yang memanfaatkan 
narasi budaya lokal, cerita rakyat, dan simbol yang dekat dengan masyarakat; menyelenggarakan musyawarah 
berbasis adat untuk membahas transparansi pengelolaan dana pajak; serta memberikan penghargaan atau 
pengakuan sosial bagi warga atau komunitas yang taat pajak sesuai tradisi setempat. Pendekatan ini dapat menjadi 
bagian dari roadmap reformasi perpajakan yang menekankan strategi kepatuhan pajak berbasis legitimasi dan 
partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif berskala besar 
dan melibatkan responden dari berbagai daerah untuk memperkuat bukti empiris, memperluas generalisasi temuan, 
serta memungkinkan perbandingan efektivitas integrasi budaya Meboya dengan budaya lokal lainnya di Indonesia. 
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